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PUTUSAN
Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Una
s sl ) ol
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara :
PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS
Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Desa -------------- ,
Kecamatan -------------- ,  Kabupaten Konawe, sebagai
Penggugat;
Melawan
TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS
Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Kurahan -------------- ,
Kecamatan -------------- , Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor
0020/Pdt.G/2017/PA Una, tanggal 11 Januari 2017, telah mengajukan cerai
gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada Kantor --------------
Kabupaten Konawe, telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang
berdasarkan surat Keputusan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 485
tanggal 4 Januari 2017 yang menyatakan memberikan izin kepada
Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan
Agama;

2. Bahwa pada tanggal ---------—--—--- Penggugat dengan Tergugat telah

melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada
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Kantor Urusan Agama Kecamatan -------------- berdasarkan Buku Duplikat
Akta Nikah Nomor -------------- tanggal -------------- karena itu antara
Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-
isteri;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Telah
Menjalani hubungan layaknya suami istri namun belum dikarunia anak.

4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di
kediaman orangtua penggugat yang terletak di Desa ---------—---- ,
Kecamatan -------------- sampai tahun 2008. kemudian pindah dan menetap
di kediaman bersama di Desa --------—----- , Kecamatan --—--------—--—-- ,
Kabupaten Konawe;

5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat
dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah
tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang
disebabkan Pertengkaran dan percekcokan terus menerus tanpa adanya
harapan dapat dirukunkan kembali. sejak tahun 2014 sampai gugatan ini
diajukan

6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
disebabkan:

- Tergugat Suka minum minuman keras sampai mabuk

7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
bermula pada tahun 2014, yang knologis kejadiannya adalah Tergugat
yang suka minum minuman keras, meskipun berulangkali ditegur oleh
Penggugat untuk menghentikan kebiasaannya tersebut, namun Tergugat
tidak menghiraukannya sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa seringkali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
diwarnai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap
Penggugat;

9. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat terjadi pada tanggal 8 Januari 2016, yang kronologis kejadiannya
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adalah Tergugat dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras dan
ketika ditegur oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menerima
akhirnya terjadilah pertengkaran dan disertai dengan kekerasan fisik yang
akibatnya pada tanggal 9 Januari 2016 Tergugat telah meninggalkan
kediaman bersama dan saat ini tinggal di Kelurahan -------------- , Kecamatan
-------------- , Kabupaten Konawe., sementara Penggugat tetap tinggal di
rumah kediaman milik bersama di Desa -------------- Kecamatan --------------
dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

10. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga
pertengkaran tetap terulang kembali dan terus menerus.

11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan
rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik
mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenubhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun
1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi
Hukum Islam Pasal 116.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia

memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan

putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:
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Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat
hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah
mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat
yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor 485 Tahun 2016
tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh  Sekretaris Daerah
Kabupaten Konawe;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2017, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal
23 Januari 2017 dan 6 Februari 2017 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI,
namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada
tanggal 6 Februari 2017 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat menambah pada
identitas mengenai pekerjaan Tergugat yaitu tertulis PNS ------------- menjadi ----
-------------- yang dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal -------------- ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menjalani layaknya hubungan
suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah
kediaman orang tua Penggugat yang terletak di Desa ---------—--—-- ,
Kecamatan -------------- sampai tahun 2008 keudian pindah dikediaman

bersama di Desa -------------- , Kecamatan -----------—--- , Kabupaten Konawe;
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- Bahwa tidak benar telah perselisihan dan pertengkaran terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2014, tetapi hanya
pertengkaran biasa;

- Bahwa tidak benar penyebab percekcokan dan pertengkaran antara karena
Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk tetapi Tergugat sering
minum minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa tidak benar karena Penggugat tidak pernah menegur Tergugat jika
Tergugat minum minuman keras;

- Bahwa tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan
fisik;

- Bahwa tidak benar karena pada tanggal 7 dan 8 Januari 2016 Penggugat
ke Kendari tanpa sepengetahuan Tergugat dan pada saat itu Tergugat
menelpon tetapi tidak diangkat oleh Penggugat kemudian Tergugat SMS
dan tidak dibalas pula oleh Penggugat dan pada tanggal 9 januari 2016
Penggugat menelpon Tergugat dan mengatakan bahwa ia tertipu sebanyak
Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) karena Penggugat
menggadaikan mobil yang dikerjakan Penggugat adalah adalah melipat
gandakan uang tetapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat pulang
saja ke rumah dan tidak benar Tergugat meninggalkan kediaman bersama
tanggal 9 januari 2016, tetapi yang benar akhir bulan Desember 2016;

- Bahwa tidak benar karena tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga
untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak benar puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2016 yang benar tanggal
1 November 2016 dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama
kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa benar pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Tergugat,
namun tidak membuahkan hasil;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin
mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat

mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya
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demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti surat berupa Fotokopi Buku Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan -------------- , Kabupaten Konawe Nomor -------------- Tanggal -

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak Penggugat
dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di
rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Il
Kelurahan ---------- , Kecamatan ---------- , Kabupaten Konawe;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmois namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi
karena sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat sering minum minuman keras dan jika Tergugat pulang ke
rumahnya dalam keadaan mabuk dan jika Penggugat terlambat
membukakan pintu maka Tergugat marah-marah dan berteriak sehingga
teriakannya mengganggu tetangga sekitarnya;

- Bahwa hampir setiap malam saksi mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar dan mendengar Penggugat menangis dan menjerit dan saksi
mendengar karena berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2015 sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak menjalin komunikasi;
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- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak ingin
lagi hidup bersama dengan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan
ulah Tergugat;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung
Penggugat dan dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di
rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun II,
Kelurahan ---------- , Kecamatan ---------- , Kabupaten Konawe;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmois namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi
karena sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat sering minum minuman keras dan jika Tergugat pulang ke
rumahnya dalam keadaan mabuk dan jika Penggugat terlambat
membukakan pintu maka Tergugat marah-marah dan berteriak-teriak
dan teriakannya mengganggu saksi karena rumah saksi berdekatan
dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
awal tahun 2016 sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak menjalin komunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak ingin
lagi hidup bersama dengan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan
ulah Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih
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ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta keduanya
mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama
Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh
karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah
memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari Pejabat
berwenang berdasarkan Surat keputusan Bupati Konawe Nomor 485 Tahun
2016 tertanggal 30 Desember 2016, dengan demikian gugatan perceraian
Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Rl Nomor
45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 10 Tahun
1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo.
angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 5 Tahun 1984 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1)
dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah
pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk
memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2017, mediasi telah dilaksanakan

dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh
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mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon
dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 6
Februari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2003 karena telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi
nafkah untuk biaya hidup dan Tergugat sering berkata-kata kasar karena
seringnya terjadi pertengkaran tersebut sehingga Penggugat kembali ke rumah
orang tua Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak bulan tanggal 23 januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian
dan membantah sebagiannya lagi, dan adapun dalil-dalil gugatan yang diakui
oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 15 Desember 2009;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak;

- Bahwa benar telah ada upaya perdamaian oleh pemerintah setempat dan
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh

Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, tetapi tidak benar sejak tahun 2003 tetapi yang benar sejak
tahun 2015;

- Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah untuk biaya hidup tetapi yang
benar setiap kali Tergugat mendapat uang, Tergugat selalu berikan
seluruhnya kepada Penggugat;

- Tidak benar karena Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada

Penggugat;
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- Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai buruh kelapa sawit tetapi tidak
benar jika Tergugat yang menyuruh dan menolak jika Penggugat meminta

biaya hidup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh
Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah untuk biaya hidup tetapi yang
benar setiap kali Tergugat mendapat uang, Tergugat selalu berikan
seluruhnya kepada Penggugat;

- Tidak benar karena Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin
mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak;

- Bahwa tidak benar puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2016 yang benar tanggal
1 November 2016 dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama
kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk
replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi sejak tahun 2003 yang disebabkan karena Tergugat tidak
memberi nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan Tergugat sering
berkata-kata kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

2. Apakah dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
demikian itu sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas,
ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh
para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang
memiliki aspek-aspek lex specialis (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-
peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, baik yang telah diakui maupun diakui secara
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berklausula ataupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak
dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan, sehingga kepada
pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya
Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh
Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di
depan sidang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---------- Tanggal
---------- yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan ---------- , Kabupaten Konawe, ternyata alat
bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu
peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg.
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka
alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut,
serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri
Agama Rl Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan
keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbukti
Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada
tanggal 18 Mei 1998;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah
memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan kedua saksi Penggugat
tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan menjelaskan latar belakang
bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan
pengetahuannya sendiri dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut
pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta
lagi suasana rukun dan damai, dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti

kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309
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R.Bg., jo Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya dapat diterima dan

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2003 karena
sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberi uang
atau nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap
Penggugat dan jika Penggugat meminta uang Tergugat mengatakan kepada
Penggugat kalau mau dapat uang pergi saja jadi lonte;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari
2016 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling
komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula pihak
keluarga bahkan aparat pemerintah telah berupaya untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap pembuktian Tergugat tidak
pernah lagi hadir sehingga tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dengan
demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil
gugatan Penggugat dan karenanya dalil bantahan Tergugat harus
dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Penggugat dihubungkan
dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan,
maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada
tanggal 18 Mei 1998 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi
sejak tahun 2003 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang atau nafkah kepada
penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
dengan mengatakan jika mau dapat uang pergi saja jadi lonte;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016
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sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah saling komunikasi bahkan
sudah tidak saling memperdulikan lagi;

4. Bahwa pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat telah berupaya untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage)
sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
mengakibatkan pisah tempat tinggal dengan kepergian Penggugat yang
meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat
dan keduanya sudah sulit dirukunkan kembali. Dengan kondisi demikian maka
tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai
lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah
tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan
sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang
dipertimbangkan diatas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat
sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua
belah pihak agar Penggugat terlepas dari penderitaan Ilahir bathin yang
berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka
persidangan sebagaimana tersebut, majelis hakim menilai bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna sebuah
perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa
dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh

seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak akan
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membawa maslahat bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi
kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan
kebenciannya terhadap ulah Tergugat yang tidak memberi nafkah atau biaya
hidup kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas
diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, lagi pula Penggugat telah
menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat
melalui perceraian, sehingga majelis hakim mendasarkan pertimbangannya
dengan hujjah syari'ah dalam kitab Manhaj Al-Thullab, juz VI halaman 346, yang
diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

—a L3 | N { CdJ.hLH}J’S:\A.JJS\:\_}_&JPA_G KA. I
sl

Artinya :” Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak maka
disitulah  hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan
talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka
telah nyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan
menyimpang dari tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
sebab rumah tangga yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus
menerus bahkan pisah tempat tinggal adalah memberi petunjuk bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak ada
harapan sama sekali bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai
suami istri serta tidak terwujud lagi suasana sakinah mawwaddah dan rahmah
selaku sendi utama perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta
lagi suasana sakinah, mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih
maslahat dan merupakan solusi (way out) yang tak dapat dihindari lagi, guna
mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di
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jelaskan:"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang
telah berlangsung sejak bulan Mei 2017, menjadi indikasi penting adanya
ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya,
oleh karenanya suami istri yang berpisah kediaman bersama dan selama itu
tidak saling komunikasi lagi dalam artian sudah tidak saling memperdulikan lagi,
sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan berpisahnya antara
Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 9
bulan lamanya patut dinyatakan sebagai perwujudan dari perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa demikian pula telah ada usaha keluarga bahkan
melibatkan pemerintah setempat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sebagaimana dalam fakta, tetapi usaha majelis hakim pada
setiap kesempatan persidangan, serta upaya mediator dalam rangka untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif
dari Penggugat sebagai istri, meskipun Tergugat masih menginginkan
kebersamaan hidup sebagai suami istri dengan Penggugat, namun
kebersamaan itu hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak suami istri saling
aktif dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan kenyataan
bahwa Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat dan tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk
bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada
harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinilai telah
terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan
ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
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Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan dan

berdasar hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya
memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat
terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti,
maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2
huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130

yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :
LasSa Lol g al) LS9 Al Cpa NS Al (i B ol g

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan
kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas
karunia-Nya lagi Maha bijaksana®“.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat
hadir, dan pada persidangan berikutnya yaitu tahap pembuktian sampai hingga
putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di
depan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat
(contradiktoir), selanjutnya isi putusan ini akan di sampaikan kepada pihak
Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 190 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara ex officio
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk

mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
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kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -------------
-, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -------------- , Kabupaten
Konawe tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan
salinan putusan vyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -------------- , Kabupaten
Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan
ditempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan -------------- , Kabupaten Konawe tempat
kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4 . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Agama unaaha, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2017 M.
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bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Najmiah Sunusi,
S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofigoh,
S.HI. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi.,M.H. sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
TTD TTD

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.
TTD

Ulfiana Rofigoh S.HI.
Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati yaddi, M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp  30.000,-
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah :Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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